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BAB II 

PERATURAN PNPM MANDIRI PEDESAAN DAN PERATURAN 

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH 

A. Peraturan PNPM MP 

1. Definisi PNPM MP 

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. 

Kemiskinan di Indonesia dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan 

alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. Persoalan 

pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi 

angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk menanggulanginya harus 

menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. 

Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, 

peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan.  

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program 

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM 

Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah 

khusus dan Desa tertinggal. PNPM MP adalah program untuk mempercepat 

penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.  

Pendekatan PNPM MP  merupakan pengembangan dari Program 

Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa 

keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan 
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bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil 

menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 

Sedangkan pengertian PNPM MP yang ada di Petunjuk Teknis 

Operasional (PTO) yaitu gerakan nasional dalam wujud kerangka kebijakan 

sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan 

kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.
12 

 

2. Dasar hukum dan prinsip dasar PNPM MP 

Dasar hukum pelaksanaan PNPM MP, mengacu pada landasan 

konstitusional UUD 1945 beserta amandemennya, landasan idiil Pancasila, 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta landasan khusus 

pelaksanaan PNPM MP, yang akan disusun kemudian. Peraturan perundang-

undangan khususnya terkait sistem pemerintahan, perencanaan, keuangan 

negara, dan kebijakan penanggulangan kemiskinan. 

Sesuai dengan Pedoman Umum, PNPM Mandiri Perdesaan 

mempunyai prinsip atau nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau 

acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan 

diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PNPM MP. Nilai-nilai dasar 

tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PNPM MP. Prinsip-

prinsip itu meliputi: 

                                                           
12

Tim penyusun Pedoman Umun PNPM Mandiri, (Jakarta: TK PNPM Mandiri Perdesaan), 13-14. 
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a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pengertian prinsip bertumpu pada 

pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan 

yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada 

pembangunan fisik semata. 

b. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan 

kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa 

intervensi negatif dari luar. 

c. Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan ruang 

yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan 

pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah 

dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat. 

d. Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip berorientasi pada 

masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada 

masyarakat miskin. 

e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan 

secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, 

mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian 

kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam 

bentuk materill. 

f. Kesetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan 

keadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan 

mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan 
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dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam 

pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik 

g. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat mengambil 

keputusan pembangunan secara musyarawah dan mufakat. 

h. Transparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan 

akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi 

dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat 

dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara 

moral, teknis, legal, maupun administrative. 

i. Prioritas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih kegiatan 

yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan 

kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan. 

j. Keberlanjutan. Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam 

setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan 

harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya. 

Prinsip PNPM MP diatas dianggap mewakili undang-undang yang 

baru akan dibuat kemudian. Sehingga yang dibuat landasan atau acuan dalam 

setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan di ambil dalam 

pelaksanaa rangkaian kegiatan PNPM MP adalah prinsip atau nilai-nilai dasar 

yang telah ada pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO). 
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3. Tujuan PNPM MP 

Tujuan Umum PNPM MP adalah meningkatnya kesejahteraan dan 

kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong 

kemandirian alam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 

Tujuan khususnya meliputi: 

a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 

miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. 

b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan 

mendayagunakan sumber daya lokal. 

c.  Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi 

pengelolaan pembangunan partisipatif. 

d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang 

diprioritaskan oleh masyarakat. 

e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir. 

f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar Desa. 

g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam 

upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan. 

 

4. Sasaran Program PNPM MP 

Lokasi Sasaran: 
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Lokasi sasaran PNPM MP meliputi seluruh kecamatan perdesaan di 

Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak 

termasuk Kecamatan-kecamatan kategori Kecamatan bermasalah dalam 

PPK/PNPM MP. 

Kelompok Sasaran: 

a. Masyarakat miskin di perdesaan. 

b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan. 

c. Kelembagaan pemerintahan lokal. 

 

5. Pendanaan 

PNPM MP merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah 

Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-

sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah 

Pusat dan Daerah. 

1. Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM MP Sumber dana 

berasal dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

c. Swadaya masyarakat Partisipasi dunia usaha 

2. Kriteria Alokasi 
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Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan 

mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang 

miskin. 

3. Mekanisme Pencairan Dana 

Mekanisme pencairan dana BLM dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) atau Kas Daerah ke rekening kolektif bantuan PNPM 

(BPNPM) yang dikelola oleh UPK diatur sebagai berikut: 

a. Pencairan dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan 

yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu, 

b. Pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui 

mekanisme APBD sesuai aturan yang berlaku di daerah 

c. Pengajuan pencairan dana BLM ke KPPN diatur dalam peraturan Dirjen 

PMD, Depdagri 

d. Penerbitan SPP harus dilampiri dengan berita acara hasil pemeriksaan 

terhadap kesiapan lapangan yang dilakukan fasilitator kecamatan. 

e. Dana yang berasal dari APBD harus dicairkan terlebih dahulu ke 

masyarakat, selanjutnya diikuti dengan pencairan dana yang berasal dari 

APBN. 

f. Besaran dana BLM dari APBD yang dicairkan ke masyarakat harus utuk 

tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya Petunjuk Teknis 

Operasional PNPM MP. 
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4. Mekanisme Penyaluran Dana 

Penyaluran dana adalah proses penyaluran dari rekening kolektif BLM 

yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kepada Tim Pengelola 

Kegiatan (TPK) di desa. Mekanisme penyaluran dana sebagai berikut: 

a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK 

dengan TPK. 

b.  TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan 

dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar 

desain, RAB, dan lampirannya). 

c.  Untuk penyaluran berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan 

Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah. 

5. Dana Operasional UPK dan Pelaksana di Desa 

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu 

pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan 

tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM MP. Dana 

operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan 

PNPM MP yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional 

TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM MP yang 

dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan 

menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan. 

 

6. Ketentuan Dasar PNPM MP 
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Ketentuan dasar PNPM MP merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang 

digunakan sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam 

melaksanakan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, dan pelestarian. Ketentuan dasar PNPM MP dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan secara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi : 

a. Desa Berpartisipasi  

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM MP berhak berpartisipasi 

dalam seluruh tahapan program. Untuk dapat berpartisipasi dalam PNPM 

MP, dituntut adanya kesiapan dari masyarakat dan desa dalam 

menyelenggarakan pertemuan-pertemuan musyawarah secara swadaya 

dan menyediakan kader-kader desa yang bertugas secara sukarela serta 

adanya kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam 

PNPM MP. 

Untuk mengoptimalkan pengelolaan program, bagi kecamatan yang 

memiliki jumlah desa lebih dari 20 disarankan untuk menggabungkan 

desa-desa tersebut menjadi sekurang-kurangnya 10 satuan desa cluster. 

Penggabungan tersebut didasarkan atas kesepakatan desa-desa dengan 

mempertimbangkan kedekatan wilayah. Proses pembentukan desa cluster 

dilakukan dalam MAD Sosialisasi. 

b. Kriteria dan Jenis Kegiatan 

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk 

kegiatan yang memenuhi kriteria: 
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1. Lebih bermanfaat bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 

2. Berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan. 

3. Dapat dikerjakan oleh masyarakat. 

4. Didukung oleh sumber daya yang ada. 

5. Memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan 

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM MP adalah 

sebagai berikut : 

a.  Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang 

dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang 

secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin. 

b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, 

termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat 

(pendidikan nonformal). 

c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi 

terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi 

berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal). 

d.  Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan 

(SPP). 

c. Mekanisme usulan kegiatan 

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai 

dengan BLM PNPM MP. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis 
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kegiatan atau satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan. 

Tiga usulan yang dimaksud adalah: 

a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan 

kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau 

peningkatan kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi 

yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. 

b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) 

yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi 

dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada 

batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan 

hasil verifikasi kelayakan kelompok. 

c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas 

hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan 

kapasitas atau ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan 

oleh musyawarah desa perencanaan. 

Jika usulan non SPP dari musyawarah khusus perempuan sama 

dengan usulan musyawarah desa campuran, maka kaum perempuan 

dapat mengajukan usulan pengganti, sehingga jumlah usulan kegiatan 

dari musyawarah desa perencanaan tetap tiga. 

Maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai 

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM MP adalah sebesar Rp 

350 juta. Usulan kegiatan pendidikan atau kesehatan harus 
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mempertimbangkan rencana induk dari instansi pendidikan atau 

kesehatan di Kabupaten. 

7. Kesetaraan dan Keadilan Gender 

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang 

dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Pemihakan member 

makna berupa upaya pemberian kesempatan bagi perempuan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, ekonomi, dan politik serta mengakses aset produktif.  

Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM MP 

mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan 

dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. 

Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai. 

 

8. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List) 

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM MP adalah 

sebagai berikut: 

a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan 

bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik. 

b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat Ibadah. 

c. Pembelian chainsaw, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain 

yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang dan 

lain-lain). 

d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya, 
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e. Pembiayaan gaji pegawai negeri. 

f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usiakerja 

g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan 

barang-barang yang mengandung tembakau. 

h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai 

cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi 

tersebut 

i. Kegiatan pengolahan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu 

karang. 

j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang 

mengalir dari atau menuju negara lain Kegiatan yang berkaitan dengan 

pemindahan jalur sungai. 

k.  Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih 

dari 50 Hektar (Ha). 

l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha. 

m.  Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan 

kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik. 

 

9. Sanksi 

Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan 

adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di 

dalam PNPM MP. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung 
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jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM MP. Sanksi 

dapat berupa : 

a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan 

dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan 

secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan. 

b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan 

perundangan yang berlaku. 

c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau 

desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM MP dengan baik, 

seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau 

wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau 

hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan 

dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda 

pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk 

tahun berikutnya. 
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B. Peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

1. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Berawal dari uu no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas uu no. 7 

tahun 1999 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama sekarang juga 

berwenang dalam menangani masalah-masalah ekonomi syariah, maka 

diterbitkanlah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Di dalam buku tersebut 

terdapat beberapa peraturan yang menangani masalah-masalah seperti subjek 

hukum, akad, zakat dan hibah serta akuntansi syariah.  

Dewasa ini, lembaga-lembaga keuangan seperti bank dan non bank 

yang berbasis syariah juga berpedoman pada KHES, demikian juga penulis 

bermaksud untuk menjadikan KHES sebagai salah satu pedoman dalam 

menyelesaikan masalah yang ada di skripsi ini.  

Di dalam al-Qur’an surat At- Taubah ayat 60 juga dijelaskan tentang 

bantuan sejenis zakat, shodaqoh, dll. harus diberikan kepada orang yang tidak 

mampu, termasuk juga bantuan dari pemerintah atau bantuan PNPM MP. 

Surat At-Taubah ayat 60:
13

 

هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوبُ هُمْ وَفِ الرِّقاَبِ وَ  اَ الصمدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ مِِِينَ إِنَّم ََا  الْ

بِيلِ فَريِضَةً مِنَ اللمهِ وَاللمهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ    وَفِ سَبِيلِ اللمهِ وَابِْنِ السم

                                                           
13

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Mahkota, 1990) 288. 
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Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 

muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 

orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-

orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu 

ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Bijaksana. 

 

Di dalam KHES terdapat peraturan yang serupa dengan ayat di 

atas, yakni pada buku ke dua yang berjudul akad. Dalam buku ke dua 

tersebut ada berbagai pasal, akan tetapi penulis hanya menggunakan 

Pasal 26 ayat (a) dan (b) saja sebagai pedoman, yaitu :  

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan :
14

  

a. Syariat Islam,  

b. Peraturan perundang-undangan.  

Syariat Islam sendiri sudah dijelaskan dengan ayat di atas, 

sedangkan peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam peraturan 

dalam PNPM MP. 

 

2. Akad menurut KHES  

Pada pasal 20, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam 

suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak 

melakukan perbuatan hukum tertentu.  

                                                           
14

 Ekslusive www.badilag.net, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, 17. 

http://www.badilag.net/
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3. Asas-asas Akad menurut KHES 

Pasal 21, Akad dilakukan berdasarkan asas:
15

   

a. Ikhtiyari/memilih; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, 

terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak 

lain. 

b. Amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak 

sesuai dengan kesepakan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan 

pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. 

c.  Ikhtiyati/mencegah; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang 

matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. 

d. Luzum/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan 

perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau 

maisir. 

e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi 

kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan 

merugikan salah satu pihak. 

f. Taswiyah/sama; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang 

setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. 

g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para 

pihak secara terbuka. 
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h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, 

sehingga tidak menjadi beban yang erlebihan bagi yang bersangkutan. 

i. Taisir/Mudah; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi 

kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya 

sesuai dengan kesepakatan. 

j.  Itikad Baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak 

mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya. 

k. Sebab Yang Halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh 

hukum dan tidak haram. 

 

4. Rukun dan Syarat akad  

Pasal 22, rukun Akad terdiri atas:
16

 

a. pihak-pihak yang berakad; 

b. obyek akad;  

c. tujuan-pokok akad; dan 

d. kesepakatan. 

Pasal 23 : Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan 

usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. 

Pasal 24 : Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang 

dibutuhkan oleh masing-masing pihak. 
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Pasal 25 : Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan 

pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. 

 

5. Kategori Hukum Akad 

Pasal 26, Akad tidak sah apabila bertentangan dengan: 

a. syariat Islam. 

b. peraturan perundang-undangan. 

 

 


